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PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BENGKAYANG 

 

NOMOR  16  TAHUN 2011 

 

 TENTANG  

 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN BENGKAYANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BENGKAYANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan 

pelayanan kesehatan baik kualitas maupun kuantitas 

maka perlu peran pemerintah daerah dan 

masyarakat; 

  b. bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi 

Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi Daerah, 

maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tarif Reribusi 

Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Bengkayang tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Bengkayang, salah satu bentuk peran serta 

masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi atas 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah 

sakit; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Bengkayang; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang No.10 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, ( Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Nrgara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

 

 

 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049 ); 

  7. Undang–Undang 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan, (  

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); 

  8. Undang–Undang 44 Tahun 2009  tentang Rumah Sakit, (  

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

153,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5073); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
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  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3637); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Nomor 4139 ) ; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Nomor 4578 ) ; 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Nomor 4593 ); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,   ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737 ); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah, ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007; 
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  16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/KMK.03/1998 

tanggal 27 Februari 1998 tentang Tatacara Penggunaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pelayanan 

Kesehatan; 

  17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 

/MENKES/SK/XII/1999 Tahun 1999 tentang Standar 

Pelayanan Rumah Sakit; 

  18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

228/MENKES/SK/III/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang 

Wajib Dilaksanakan Daerah;  

  19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 170/Menkes/II/2005 

tentang RSUD Bengkayang milik Pemerintah Kabupaten 

Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat; 

  20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor   

1330/Menkes/SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan 

Dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit  Yang Di Jamin 

Pemerintah; 

  21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008; 

  22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang; 
 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  BENGKAYANG 

 

Dan 

 

BUPATI   BENGKAYANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI 

PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
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BAB  I 

KETENTUAN  UMUM 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas 

Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Bengkayang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang. 

5. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 

6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten 

Bengkayang. 

7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten 

Bengkayang. 

8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan medik dan 

non-medik di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas 

jasa pelayanan dan jasa sarana yang diterima. 

9. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang 

rawat inap. 

10. Penerimaan Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa 

pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk 

parkir, penyewaan fasilitas dan lainnya. 

11. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Rumah Sakit untuk 

keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan terapi dan rehabilitasi 

medik serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. 

12. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien yang masuk Rumah Sakit untuk observasi 

perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan 

menempati tempat tidur pada kelas perawatan Rumah Sakit. 

13. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka 

pemeriksaan, observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan 

kesehatan lainnya. 

14. Jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang 

diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, 

visite dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. 


